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Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia 

  u.p. Kepala Divisi Keimigrasian 

 2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia  

di tempat 

 

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.GR.01.06 

Tahun 2023 tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan 

Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan, dan Keputusan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa 

Kunjungan Untuk Negara, dan Entitas Tertentu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

 

1. Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu 

yang menerima bebas visa kunjungan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-

01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk 

Negara, dan Entitas Tertentu (terlampir); 

 

2. Sebagai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan 

Izin Tinggal, Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan: 

a. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2023 tentang 

Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas 

Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan (terlampir); dan 

b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang 

Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (terlampir). 
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3. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023, ketentuan terhadap: 

a. Permohonan dan pemberian visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) merujuk pada Pasal 

27 s.d. Pasal 31 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 sebagai berikut: 

1) Pemberian VKSK melalui mekanisme e-VOA dilakukan sesuai dengan Pasal 27 ayat 

(3) huruf a, Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 30, dan Pasal 

31 Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, dan 

2) Pemberian VKSK yang menggunakan vaucer dan stiker visa dilakukan sesuai dengan 

Pasal 27 ayat (3) huruf c, Pasal 27 ayat (7), Pasal 30, dan Pasal 31 Permenkumham 

Nomor 22 Tahun 2023; 

b. Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas 

Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan merujuk pada Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2023 (terlampir); 

c. Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa 

Kunjungan, dan Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Visa Kunjungan saat Kedatangan, 

merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 

2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (terlampir); 

d. Persyaratan permohonan VKSK melalui mekanisme e-VOA atau permohonan VKSK yang 

menggunakan vaucer dan stiker visa merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Permenkumham 

Nomor 22 Tahun 2023; 

e. Dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan merujuk pada Pasal 14 ayat (4) 

Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023. 

 

4. Berdasarkan ketentuan dimaksud pada angka 3 huruf a angka 1), lembar e-VOA 

diperlakukan sebagai bukti pembayaran PNBP visa kunjungan saat kedatangan, 

sehingga apabila terdapat permasalahan yang tidak bersifat mendasar agar pemegang 

e-VOA sedapat mungkin difasilitasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian di TPI 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

5. Implementasi TPI tertentu untuk masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia bagi orang asing 

warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas 

tertentu dengan visa kunjungan saat kedatangan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi, menunggu penetapan tarif PNBP yang pada saat ini masih 

sedang berproses. 
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6. Dengan terbitnya surat ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0244.GR.01.01 

Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa dan Izin Tinggal 

Kunjungan, Visa dan Izin Tinggal Terbatas, serta Bebas Visa Kunjungan pada Masa Transisi 

Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. 

   

 

  Direktur Jenderal Imigrasi, 

  
 

 

  
 

  Silmy Karim 

 

 

   

Tembusan: 

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga; 

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 

3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 

4. Gubernur di seluruh Indonesia; 

5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 

6. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19; 

7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

9. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; 

10. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia; 

11. Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk di Perwakilan RI. 
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